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Abstrak
 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

oleh Pemerintah, maka perlindungan terhadap konsumen di Indonesia telah memasuki babak baru, akan

tetapi maksud pemerintah yang baik ini ternyata masih menemukan banyak kendala yang membuat

walaupun Undang-Undang ini sudah lebih dari 5 tahun berlaku tapi masih belum terlalu nyata pengaruhnya

khususnya dalam dunia perbankan di Indonesia. Maka kami melalui penelitian kepustakaan yang didukung

oleh wawancara, dan dengan tipologi penelitian eksplanatoris, telah secara khusus meneliti mengenai

Perjanjian Kredit di dunia Perbankan di Indonesia. Beberapa pokok permasalahan yang kami temukan

adalah dengan dilarangnya dicantumkannya beberapa klausula baku dalam Perjanjian Kredit oleh UUPK

justru akan menimbulkan problem baru bagi bank untuk melindungi dan mengamankan dana masyarakat

yang dikelolanya dan disalurkan melalui kredit tersebut. Selain itu juga masih ada ketentuan dalam Undang-

Undang tersebut yang belum jelas dan masih terdapat kekurangannya yang menimbulkan kebingungan di

kalangan perbankan dan masyarakat. Sehingga kami berkesisnpulan larangan pencantuman klausula baku

yang ditetapkan oleh UUPE tersebut tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan. Seharusnva untuk beberapa

klausula bukannya dilarang, melainkan harus dibatasi saja dengan syarat tertentu dan hanya untuk keadaan

tertentu saja. Dengan demikian Bank tetap dapat melindungi dana masyarakat yang dikelolanya, sebaliknya

pihak debitur sebagai konsumen juga tidak dirugikan. Sedangkan untuk ketentuan dalam UUPK yang belum

jelas ataupun masih terdapat kelemahan tentunya masih perlu diperbaiki supaya dapat berfungsi lebih baik

dan tidak menimbulkan masalah Baru. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih perlu

direvisi atau ditinjau kembali untuk menghilangkan segala kelemahan atau kekurangan yang masih ada.
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